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Maksudnya, Islam mem-
butuhkan kekuasaan agar se-
luruh syariahnya—termasuk
di bidang ekonomi—dapat di-
tegakkan. Sebaliknya, kekua-
saan membutuhkan Islam dan
syariahnya agar bisa dijalankan
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dengan adil. Keduanya—keku-
asaan dan Islam—hanya mung-
kin bersatu dalam sistem pe-
merintahan Islam. [tulah meng-
apa dulu Rasulullah saw. men-
dirikan Daulah Islam, yang ke-
mudian dilanjutkan dalam

wujud Khilafah Islam oleh
Khulafaur Rasyidin serta para
khalifah setelahnya selama
berabad-abad lamanya.

WalLdhu a’lam bi ash-
shawab. []

KESEPAKATAN IRAN-AS RAPUH, JUMLAH KORBAN GENOSIDA ZIONIS YAHUDI TERUS BERTAMBAH

Kesepakatan penghentian serangan sementara an-
tara Iran dan Amerika Serikat masih tampak rapuh, se-
mentara korban genosida oleh Zionis Yahudi di Gaza te-
rus berlanjut dan bertambah. Berdasarkan Laporan Ha-
rian Kementerian Kesehatan Gaza (30 Juni 2026), dalam
24 jam terakhir tercatat 8 warga Palestina syahid dan 26
terluka. Sejak gencatan senjata, jumlah korban mencapai
1.053 syahid dan 3.406 luka-luka, sedangkan secara ku-
mulatif sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 73.066 sya-
hid dan 173.514 luka-luka. Data ini menunjukkan bahwa
di tengah kesepakatan Iran-AS, serangan Israel di Gaza
masih terus menimbulkan korban jiwa setiap hari.

Rangkaian saling serang antara Iran dan Amerika Se-
rikat terjadi di tengah berlakunya gencatan senjata se-
mentara berdasarkan Memorandum Saling Pengertian
(MoU) yang ditandatangani pada pertengahan Juni 2026.
Kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan, te-
tapi akhirnya kembali menahan eskalasi untuk melanjut-
kan perundingan. Peristiwa ini kembali memperlihatkan
bahwa Amerika merupakan negara yang tidak bisa diper-
caya. Juru Bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Hos-
sein Mohebi, menegaskan bahwa Amerika merupakan
musuh yang licik, kerap melanggar dan mengingkari ke-
sepakatan. Meski menyadari hal tersebut, Iran sayang-
nya tetap memilih melanjutkan jalur negosiasi.

Kekuatan sejati umat Islam terletak pada ajaran Islam
itu sendiri. Karena itu, umat Islam harus kembali kepada

Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan membangun kekuatan
politik Islam yang mandiri, berlandaskan akidah dan pe-
nerapan syariah secara kaffah, serta meninggalkan se-
kat-sekat nasionalisme dan konflik sektarian. Kekuatan
tersebut diwujudkan dalam institusi Khilafah ala Minhaj
an-Nubuwwah yang menjadi junnah (perisai) bagi umat,
sebagaimana sabda Rasulullah 0, sehingga umat mem-
peroleh kembali persatuan, kemuliaan, dan perlindung-
an dalam menghadapi berbagai ancaman.

Pentingnya keberadaan Khilafah ala Minhaj
an-Nubuwwah ini juga berulang kali ditegaskan oleh Hiz-
but Tahrir dan patut menjadi perhatian serius kaum Mus-
lim. Dalam analisisnya mengenai perkembangan terba-
ru, tertanggal 13 Muharam 1448 H (28 Juni 2026 M), Amir
Hizbut Tahrir, al-'Alim al-Jalil Syekh Atha bin Khalil Abu
ar-Rasytah, kembali menegaskan:

"Inilah yang akan menyelamatkan umat, mengem-
balikan kemuliaan umat, menguatkan kekuatan umat,
dan membuat musuh-musuh umat Islam berpikir seri-
bu kali sebelum berani menyerang. Hal itu hanya akan
terwujud dengan kembalinya Khilafah, sehingga bumi
kembali dipenuhi kebaikan dan keadilan. Sebagaimana
Khilafah dahulu menghancurkan kesombongan para
Kaisar Romawi dan Kisra Persia, demikian pula Khilafah
akan menghancurkan kesombongan para penerus me-
reka, seperti tiran Trump dan orang-orang kafir penja-
jah lainnya." Allahu Akbar. []

Allah SWT berfirman:
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta
mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian tahu.
(TQS al-Anfal [8]: 27). []
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SOLUSI ISLAM

MENGATASI PHK DAN
PENGANGGURAN

HK (Pemutusan Hu-
bungan Kerja) kemba-
li menjadi kabar yang

menghantui banyak keluarga
Indonesia. Hampir setiap hari
media memberitakan penutup-
an pabrik, pengurangan tena-
ga kerja hingga lesunya dunia
usaha. Di balik itu terdapat ba-
nyak kisah pilu. Banyak ayah ke-
hilangan mata pencaharian. Ba-
nyak ibu yang kebingungan me-
menuhi kebutuhan rumah tang-
ga. Banyak anak-anak yang
masa depannya terancam ka-
rena ekonomi keluarga tergun-
cang.

Data Saat Ini

Data Kementerian Kete-
nagakerjaan menunjukkan bah-
wa sepanjang Januari hing-
ga November 2025 jumlah pe-
kerja yang terkena PHK men-
capai hampir 80 ribu orang.
Memasuki Januari hingga Mei
2026 saja, jumlah pekerja yang

kehilangan pekerjaan telah
mencapai lebih dari 23 ribu
orang di 34 provinsi. Jawa Ba-
rat menjadi provinsi dengan
jumlah PHK tertinggi, yakni
sekitar 5.044 orang (Kompas.
com, 26 Juni 2026). Padahal se-
belum PHK massal pun, peng-
angguran di tanah air telah
mencapai angka sekitar 7,24
juta (Rilis BPS Mei 2026).

Memang betul, ada klaim
dari Pemerintah melalui Men-
teri PPN/Kepala Bappenas Rac-
hmat Pambudy bahwa Pro-
gram MBG (Makan Bergizi Gra-
tis) sejak diluncurkan hingga
awal 2026 berpotensi menye-
rap 1,4 juta tenaga kerja (Bis-
nis.com, 1 Februari 2026). Na-
mun demikian, tetap saja hal
itu tidak menafikan adanya
jutaan angkatan kerja yang
masih menganggur. Apalagi
MBG—sebagai proyek popu-
lis Presiden Prabowo—masih
harus diuji oleh sejauh mana

proyek ini bisa bertahan. Se-
babnya, MBG menyerap ang-
garan jumbo yang cukup
membebani APBN. MBG pun
masih menyisakan sejumlah
persoalan, termasuk masifnya
penolakan sebagian masyarak-
at hingga saat ini.

Yang pasti, adanya pro-
yek MBG sama sekali tidak
menafikan banyaknya kasus
PHK. Pemerintah pun menga-
kui bahwa adanya PHK massal
ini memerlukan perhatian se-
rius. Karena itu dibentuk Sat-
gas Penanganan PHK yang di-
pimpin oleh Menteri Sekreta-
ris Negara. Pemerintah juga
menyatakan akan memas-
tikan hak-hak pekerja tetap
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dipenuhi, memperkuat perlin-
dungan pekerja alih daya, serta

menghapus pajak atas manfa-
at Jaminan Hari Tua (JHT).

Langkah-langkah terse-
but tentu patut diapresiasi.
Akan tetapi, pertanyaan yang
lebih mendasar: Apakah lang-
kah tersebut menyelesaikan
akar persoalan atau sekadar
mengobati gejalanya?

Akar Penyebab

Sesungguhnya akar ma-
salah PHK massal dan tinggi-
nya angka pengangguran di
negeri ini adalah akibat dari
struktur ekonomi yang rapuh,
yang dibangun di atas sistem
Kapitalisme.

Dalam sistem Kapitalis-
me, Pemerintah lebih banyak
berperan sebagai regulator.
Bukan sebagai pengurus uta-
ma ekonomi rakyat. Pemerin-
tah memberikan ruang yang
sangat besar kepada pemilik
modal untuk menguasai ber-
bagai sektor strategis. Akibat-
nya, ketika para investor me-
mutuskan memindahkan pab-
rik atau menghentikan produk-
si, Pemerintah tidak memiliki
banyak pilihan selain menyaksi-
kan PHK massal terjadi.

Lebih jauh, sebagian be-
sar sumber daya alam (SDA)
yang sesungguhnya milik rak-
yat (seperti minyak, gas,
batubara, nikel, emas, temba-
ga, timah, bauksit, hasil laut,
hutan, serta kekayaan alam la-
innya dalam jumlah yang luar
biasa) justru diberikan oleh Pe-
merintah kepada pihak swas-
ta/asing. Negara memang
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memperoleh pemasukan beru-
pa pajak, royalti atau dividen.
Akan tetapi, nilainya jauh le-
bih kecil dibandingkan dengan
keuntungan luar biasa yang di-
nikmati oleh pihak swasta ter-
sebut. Ini tampak pada penda-
patan Negara dalam APBN Ta-
hun 2025 dari SDA yang hanya
Rp 290,08 Triliun. Ini yang me-
nyebabkan ruang fiskal Peme-
rintah menjadi sempit. Akibat-
nya, Pemerintah tidak lelua-
sa membangun industri stra-
tegis, membuka lapangan ker-
ja dalam jumlah besar, atau-
pun memberikan jaminan hi-
dup yang memadai bagi rak-
yat yang kehilangan pekerja-
an. Yang terjadi justru sebalik-
nya. Rakyat dibebani oleh ber-
bagai jenis pajak. Bahkan pada
akhirnya selama puluhan ta-
hun pendapatan Negara sa-
ngat bergantung pada pajak.
Ini tampak pada pendapatan
negara dalam APBN tahun 2025
dari pajak yang mencapai Rp
2.387,2 Triliun.

Solusi Islam

Dalam Islam, Pemerintah
adalah raad'in, yakni pengurus
rakyat. Rasulullah £ bersabda:

55 8 LS 5 g5 )
Imam (pemimpin) adalah
pengurus rakyat dan ia bertang-
gung jawab atas rakyat yang
dia urus (HR al-Bukhari dan
Muslim).

Hadis ini menjadi landas-
an bahwa Pemerintah tidak bo-
leh lepas tangan terhadap ke-
miskinan, pengangguran mau-
pun kesulitan ekonomi rakyat.

Bahkan terdapat sebuah ha-
dis yang dituturkan oleh Anas
bin Malik ra. Dikisahkan, sua-
tu waktu ada seorang laki-laki
datang kepada Rasulullah €&—
saat itu beliau sekaligus berpe-
ran sebagai kepala Negara Is-
lam di Madinah—untuk me-
minta bantuan. Beliau tidak
sekadar memberi dia makan-
an. Akan tetapi, beliau menju-
al barang miliknya. Hasilnya di-
belikan sebuah kapak. Lalu be-
liau memerintahkan orang ter-
sebut mencari kayu bakar de-
ngan kapak tersebut. Dengan
itu orang itu dapat bekerja, de-
ngan menjual kayu bakar, dan
memperoleh penghasilan sen-
diri (HR Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan
bahwa Islam mewajibkan Pe-
merintah membantu rakyatnya
agar bisa bekerja. Bukan mem-
biarkan mereka hidup dalam
ketergantungan. Karena itu Is-
lam menetapkan: Pertama, Ne-
gara wajib membuka lapang-
an kerja seluas-luasnya melalui
pembangunan industri manu-
faktur dan industri hilir. Keka-
yaan tambang tidak boleh ha-
nya diekspor dalam bentuk ba-
han mentah. Semua itu harus
diolah menjadi produk bernilai
tinggi seperti baja, kendaraan,
mesin, baterai, peralatan ru-
mah tangga, alat pertanian dan
berbagai produk lainnya. Indus-
tri seperti inilah yang mampu
menyerap jutaan tenaga kerja.

Kedua, sumber daya
alam yang menjadi kebutuh-
an bersama merupakan milik
umum. Haram diberikan kepa-
da swasta/asing. Rasulullah &
bersabda:
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Kaum Muslim berserikat dalam
tiga perkara: air, padang rum-
put dan api (HR Abu Dawud
dan Ibnu Majah).

Atas dasar hadis ini, Ne-
gara wajib mengelola semua
sumber daya alam milik umum
itu atas nama rakyat. Keun-
tungannya dikembalikan untuk
kepentingan seluruh rakyat da-
lam bentuk pelayanan publik
yang berkualitas, pembangun-
an industri, pendidikan dan ke-
sehatan gratis, serta pencipta-
an lapangan kerja.

Ketiga, Negara wajib me-
ningkatkan kualitas sumber
daya manusia melalui pendidik-
an yang berkualitas sehingga
tenaga kerja memiliki kemam-
puan dan daya saing tinggi.

Keempat, Negara harus
memberikan perhatian besar
pada sektor pertanian, peter-
nakan dan perikanan. Negara
bisa memberikan subsidi pu-
puk, bibit unggul, irigasi, alat
produksi hingga bahan bakar
bagi nelayan. Dengan demiki-
an sektor-sektor tersebut ber-
kembang dan menyerap tena-
ga kerja dalam jumlah besar.

Kelima, Negara tidak
boleh membiarkan kekaya-
an hanya berputar di kalang-
an orang-orang kaya saja. Har-
ta harus terus bergerak mela-
lui investasi yang halal, perda-
gangan, produksi dan konsum-
si sehingga roda ekonomi te-
rus berputar dan kesempatan
kerja semakin luas. Allah SWT
berfirman:
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Agar harta itu jangan hanya ber-
edar di antara orang-orang kaya
saja di antara kalian (TQS al-
Hasyr [59]: 7).

Keenam, Negara harus
melarang penimbunan kekaya-
an. Allah SWT berfirman:
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Orang-orang yang menimbun
emas dan perak serta tidak
menginfakkan semua itu di jalan
Allah, maka kabarilah mereka
dengan azab yang pedih (TQS
at-Taubah [9]: 34).

Ini karena Islam meng-
hendaki agar harta terus ber-
putar dalam aktivitas ekonomi
yang produktif.

Ketujuh, bagi keluarga
yang terdampak PHK, Negara
tidak boleh membiarkan mere-
ka terlantar. Negara wajib men-
jamin kebutuhan pokok mereka
hingga pencari nafkah kembali
memperoleh pekerjaan.

Dengan demikian per-
soalan PHK dan penganggur-
an tidak cukup diselesaikan de-
ngan membentuk satuan tu-
gas, memberikan bantuan se-
mentara, atau memperbaiki
regulasi ketenagakerjaan se-
mata. Yang dibutuhkan adalah
perubahan sistem: dari sistem
Kapitalisme ke sistem Islam.

Penutup

Pada akhirnya, keber-
hasilan suatu sistem ekonomi

bukan diukur dari besarnya
pertumbuhan angka-angka
statistik, melainkan dari sebe-
rapa banyak rakyat dapat be-
kerja, hidup layak dan mera-
sakan keadilan. ltulah tujuan
yang ditekankan Islam dalam
penyelenggaraan kehidupan
ekonomi.

Semua itu tentu mem-
butuhkan peran Negara yang
mengatur kehidupan rakyat-
nya dengan syariah Islam.
Ini sejalan dengan pendapat
Imam al-Mawardi:
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Imamah (Khilafah) ditetap-
kan sebagai pengganti tugas
kenabian dalam menjaga aga-
ma dan mengatur urusan du-
nia (Al-Mawardi, Al-Ahkam
as-Sulthaniyyah, 1/3. Maktabah
Syamilah).

Pernyataan ini menun-
jukkan bahwa salah satu fung-
si pemerintahan adalah meng-
atur kemaslahatan rakyat de-
ngan agama (syariah Islam). Tu-
juannya adalah untuk mewu-
judkan kesejahteraan dan kea-
dilan bagi seluruh rakyat, seka-
ligus untuk meraih ridha Allah
SWT.

Inilah yang menjadikan
kekuasaan tidak boleh dipi-
sahkan dari Islam dan syari-
ahnya. Sebabnya, kata Imam
al-Ghazali:
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Agama (Islam) dan kekuasa-
an adalah dua saudara kembar
(Al-Ghazali, Ihya' ‘Ulim ad-Din,
4/104. Maktabah Syamilah).
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